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ABSTRACT 
 
This research aims to acknowledge the usage of information served by the 
media in rural institution society. In this proposal, usage means steps that have been 
conducted by rural institutions on managing and disbursing the information to entire 
society. The advancment of media and technology in particular local media leads to 
the contribution of the wide-range information that may useful to the intended society.  
 
This research appllies qualitative method focusing on rural society institution 
management in terms of disbursing information. Respondent will be firmed 
purposively. It means the head of household to achieve intended information by using 
mass media. Related elements that have been researched are neighbouring contacts, 
form the RW, RW and local head village and ulama.  
 
The result, institutional society in rural have not yet contribute to manage information 
by the media. The information by the media is still considered as personal business.   
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PENDAHULUAN 
 
Indonesia merupakan daerah tropis dan negara besar. Jumlah penduduk negeri 
ini nomor empat terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat, dengan 
luas wilayah berkisar 2 juta Km persegi, termasuk memiliki lautan yang sangat luas. 
Dengan data tersebut, negeri ini merupakan negara "raksasa" bila dibanding negara 
ASEAN (Marbun, 1988).  
Dengan jumlah penduduk yang besar dan luas wilayah seperti itu, tentu tidak 
mudah melakukan pembangunan nasional maupun peningkatan kesejahteraan warga 
negara, apalagi masyarakat di pedesaan yang jumlahnya hingga kini masih besar, 
bahkan ada yang mengganggap masih sekitar 70 persen penduduk Indonesia berada di 
desa dan mayoritas petani dan dengan jumlah desa yang banyak, sehingga disebut 
“negara desa”. Karena itu pula Marbun menilai, keberhasilan pembangunan di 
Indonesia baru dapat dianggap berhasil apabila telah dapat membangun desa-desa 
yang jumlahnya banyak itu. 
Pembangunan di desa atau lebih tepat disebut pembangunan masyarakat desa 
berhasil, pelaksanaannya tentu harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, 
masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang terkait, termasuk media massa. Salah satu 
sarana yang dapat mempercepat pembangunan di desa berupa media massa, baik 
milik pemerintah maupun swasta yang jumlah dan bentuknya kini semakin banyak, 
meliputi media cetak (surat kabar, tabloid, dan majalah) serta media elektronik berupa 
televisi dan radio. Tidak seperti selama ini, masyarakat desa yang sudah terbiasa 
dengan pembangunan sentralistik di masa Orde Baru, selalu menunggu adanya 
perintah dari atas. 
Dengan memanfaatkan media massa sebagai sarana informasi berbagai 
program pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat tentu diterima dengan 
cepat dan dalam jangkauan yang lebih luas. Sebaliknya, informasi berupa keluhan 
atau harapan masyarakat bisa cepat diserap sebagai masukan yang perlu perhatian. 
Pemanfaatan media massa tersebut merupakan hal yang wajar dan penting dilakukan, 
karena fungsi media massa menghibur, memberi informasi, mendidik, dan kontrol 
sosial. Sedang daya jangkau media massa sebagai kelebihan yang perlu dimanfaatkan.  
Dari berbagai media massa yang terbesar digunakan masyarakat pedesaan 
berupa televisi dan radio, sedang media cetak kurang dimanfaatkan karena berbagai 
faktor. Televisi dan radio memang merupakan sarana informasi yang “murah”, cukup 
sekali beli bisa dipakai dalam jangka panjang, sedang media cetak harus berlangganan 
yang berarti menambah pengeluaran rutin rumah tangga. Pengeluaran tambahan 
berlangganan media massa cetak relatif bisa dijangkau masyarakat perkotaan, tapi 
masyarakat pedesaan masih menilai berat.  
Setiap media massa memiliki kelebihan, media cetak memiliki kelebihan yang 
tidak dimiliki media elektronik, berupa “daya tahan” informasi. Artinya berita di 
media elektronik akan lebih sulit disimpan masyarakat desa, karena membutuhkan 
biaya tambahan. Sedang berita media massa cetak bisa lebih panjang dan lengkap 
serta dapat disimpan lebih lama tanpa biaya tambahan.  
Sedang surat kabar harian memiliki kelebihan lebih khusus lagi dibanding 
media cetak lain. Sesuai periodisasi terbitnya, informasi surat kabar harian diterima 
pembaca setiap hari, sehingga informasi diperoleh terus secara berkesinambungan. 
Dari berbagai jenis media massa, media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid) 
memiliki kelebihan yang tidak dimiliki media massa lain. Hasil cetakan tersebut 
permanen dan bisa disimpan, sehingga pembaca bisa mengulanginya, sampai 
mengerti isi pesan yang disampaikan (Lozare, 1981). 
Mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan, tetapi kenyataannya media 
massa yang melakukan kegiatan usaha di negeri ini baik cetak maupun elektronik 
mayoritas bias urban. Kalaupun ada, sangat kecil jumlahnya yang merupakan media 
pedesaan. Hal itu terjadi karena media massa merupakan kegiatan bisnis yang mencari 
keuntungan. Berdasarkan perhitungan pengusaha, media massa hidup dari iklan dan 
langganan, sedang kelompok masyarakat yang mampu memasang iklan berada di 
perkotaan, berupa perusahaan-perusahaan besar yang ingin memasarkan produknya. 
Sedang pelanggan terbesar juga berada di kota, sebab penghasilan rata-rata 
masyarakatnya lebih besar dibanding masyarakat pedesaan.  
Selain faktor ekonomi tersebut, pengusaha media massa juga melihat 
perbedaan masyarakat kota dan pedesaan dari faktor sosial lain. Pengusaha media 
massa menganggap minat baca masyarakat desa secara rata-rata lebih rendah 
dibanding masyarakat kota, karena berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan yang 
rata-rata rendah.  
Pemerintah sebenarnya menyadarinya. Guna membantu masyarakat desa 
kurang mampu berlangganan surat kabar, pemerintah menerbitkan surat kabar berupa 
Koran Masuk Desa (KMD) di masa pelaksanaan Pelita zaman Orde Baru dengan 
oplah dan peredaraan cukup besar dan dibagi gratis kepada masyarakat desa. Terlepas 
dari berbagai kekurangan KMD, masyarakat pedesaan “punya” koran. Namun masa 
reformasi, KMD itu mati, sehingga masyarakat desa kembali tidak punya surat kabar.  
Dibalik keterbatasan media massa itu, bila pemerintah daerah (Pemda) 
bergerak, sebenarnya masih dapat berbuat demi masyarakatnya. Dengan 
menggerakkan seluruh lembaga masyarakat desa dapat “merebut” informasi yang 
disebar media massa, meskipun masih bias urban.  
Selain kondisi media massa di Indonesia yang bias urban atu lebih berpihak 
pada masyarakat perkotaan, juga menimbulkan pertanyaan apakah lembaga yang ada 
di masyarakat pedesaan itu sudah mengelola dan memanfaatkan informasi media 
massa guna meningkatkan pengetahuan masyarakat? Terlebih lagi terkait dengan 
informasi yang dapat digunakan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menurut Bogdan dan 
Taylor seperti dikutip Moleong (2000) merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Sedang Kirk dan Miller (Moleong, 2000) 
mengemukakan, penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 
sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan  pada manusia dalam 
kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan 
peristilahannya. 
Karakter penelitian ini, menurut Miles dan Huberman seperti dikutip 
Singarimbun dan Effendi (1995) mengemukakan, lebih mementingkan proses 
daripada hasil. Karena itu bukan kebenaran mutlak yang dicari, tetapi pemahaman 
yang mendalam tentang sesuatu. Lebih jauh Miles dan Huberman mengatakan: 
 
“Kami menganggap penting mengembangkan seperangkat metode-
metode yang valid dan teruji, guna mensiasati hubungan-hubungan 
sosial tersebut serta penyebab-penyebabnya. Kami ingin menafsirkan 
dan menjelaskan gejala ini serta meyakini, penelitian lain yang 
menggunakan alat yang sama akan mencapai kesimpulan yang sejalan, 
tidak ada pola-pola sosial yang menyeleweng secara mutlak”. 
  
Disamping itu, penelitian kualitatf memberikan makna kualitas yang 
menunjuk pada segi “alamiah” yang terkadang berbeda dengan “liantum” atau 
“jumlah”. Atas dasar pertimbangan itu, kemudian penelitian kualitatif tampak 
diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong, 2000). 
 
Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian merupakan titik arah penelitian yang menurut Moleong 
(2000) memiliki dua tujuan dalam penelitian melalui fokus penelitian meliputi, 
pembatasan fokus dapat membatasi studi yang dilakukan dan penetapan fokus dapat 
membantu peneliti mengumpulkan data yang perlu dan memisahkan data yang tidak 
relevan, meskipun mungkin menarik.  
 
Fokus Penelitian ini : 
Peran kelembagaan masyarakat desa dalam menyebarkan informasi surat kabar harian 
meliputi : 
a. Kontak informasi berita dari tetangga 
b. Kontak informasi berita dari ketua RT 
c. Kontak informasi berita dari ketua RW 
d. Kontak informasi berita dari lurah/Kades 
e. Kontak informasi berita dari ulama 
 Metode Penentuan Daerah 
 Daerah penelitian dalam studi yang dilakukan 2004 ini ditentukan secara 
sengaja (purposive), dengan alasan Kota Batu merupakan sebuah kota yang baru 
diresmikan, sehingga baru dapat disebut kota 17 Oktober 2001 lalu. Sedang 
sebelumnya merupakan sebuah kecamatan dari wilayah Kabupaten Malang yang 
berubah menjadi kota administratif sejak 1993. Dengan adanya transisi perubahan 
kota tersebut, berdampak terhadap kegiatan masyarakat dalam memperoleh informasi 
dari berbagai media. Dari tiga kecamatan di kota itu dipilih satu desa dan satu 
kelurahan, Desa Beji dan Kelurahan Temas.  
 
Metode Penentuan Responden 
 Responden yang ditetapkan dalam penelitian ini merupakan masyarakat desa 
yang diperoleh secara sengaja (purposive sampling) yang menurut Moleong (2000) 
merupakan sumber data penelitian dapat berupa benda, hal atau orang yang dapat 
diamati dan memberikan data atau informasi yang sesuai dengan fokus penelitian 
yang telah ditetapkan. Cirinya informasi dapat diambil dari siapa atau dari manapun 
tidak menjadi masalah, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan penelitian dan proses 
akan terus berlanjut serta dihentikan ketika terjadi pengulangan informasi serta 
pertimbangan kecukupan informasi yang dibutuhan dan sering disebut data jenuh.  
Dengan dasar itu ditetapkan 20 responden yang memang sudah berlangganan 
atau membaca surat kabar harian di daerah penelitian tersebut tanpa melihat faktor-
faktor lain. Informasi para responden tersebut diperoleh dari para agen dan pengecer 
surat kabar harian di daerah penelitiaan ketika dilakukan survei pendahuluan. Dengan 
demikian diharapkan benar-benar diketahui kegunaan surat kabar harian menurut 
masyarakat desa tersebut.  
 
Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang menurut 
Singarimbun (1995) merupakan salah satu metode untuk pengumpulan data dalam 
penelitian deskriptif. Bungin (2001) menjelaskan, teknik wawancara merupakan 
proses informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan tatap muka 
dengan maksud mendapat gambaran tentang topik yang diteliti. Sedang Wuisman 
(1991) menyebutkan, teknik wawancara merupakan proses pengumpulkan data 
melalui proses tanya-jawab yang disesuaikan dengan penelitian. 
 
Metode Analisis 
 Metode analisis dilakukan dengan menggunakan deskriptif yang menurut 
Bungin (2001) format penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan dan meringkas 
berbagai kondisi, situasi dan variabel yang timbul di masyarakat dan menjadi obyek 
penelitian. Sedang Singarimbun (1995) menyebutkan, dalam penelitian deskriptif 
dilakukan terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep  dan 
menghimpun fakta. 
 
 HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Kontak Informasi Berita dari Tetangga  
 
Tabel 2. Kontak Berita SKH dari Tetangga 
 
No Kontak Informasi Jumlah Persentase 
1 Tidak pernah 18 90 
2 Kalau ada berita penting 2 10 
 
Interaksi masyarakat di pedesaan secara umum dikatakan lebih tinggi 
dibandingkan perkotaan. Karena tingkat kekerabatannya tinggi, berbagai kegiatan 
bersama lebih sering dilakukan masyarakat pedesaan dibanding kota. Tetapi 
berdasarkan hasil jawaban responden tersebut kontak berita media massa dari 
tetangga yang terjadi di pedesaan tidaklah demikian. Buktinya hanya sebesar 10 
persen, itupun kalau ada berita penting saja dan sebesar 90 persen responden 
mengemukakan tidak pernah ada kontak informasi surat kabar dari tetangga mereka. 
Sehingga berdasarkan data, ternyata interaksi yang cukup intens di masyarakat 
pedesaan tersebut tidak membawa dampak terhadap penyebaran informasi atau berita. 
Informasi yang mungkin diketahui dari surat kabar harian, sangat kecil disebarkan 
atau diinformasikan kepada warga lain.  
Persentase itu sangat kecil dibanding dengan peluang yang mungkin dapat 
diperoleh masyarakat pedesaan seandainya kegiatan tersebut ditingkatkan. Selain 
masalah jumlah informasi yang disampaikan juga sedikit, khususnya hanya bila ada 
berita yang menurut calon komunikator merupakan informasi penting dan perlu 
disampaikan, sedang frekuensinya sangat jarang, sehingga informasi tersebut sering 
terlambat (tidak aktual). Salah satu jawaban yang dapat dijadikan contoh berupa 
pengakuan Sutrisno (53 tahun) yang menjelaskan: 
“Hubungan warga dengan tetangganya di desa ini cukup akrab dan 
sering berkomunikasi. Tetapi jarang membicarakan masalah serius 
seperti berita di surat kabar harian, kalaupun ada jarang sekali”. 
  
Akibat kondisi seperti itu, masyarakat pedesaan secara relatif sering 
ketinggalan informasi dibanding masyarakat perkotaan. Meskipun masyarakat kota 
jarang bertemu dalam artian bertatap muka, namun informasi jauh lebih cepat beredar. 
Peredaran informasi tersebut di perkotaan mungkin melalui tetangga atau kerabat. 
Tumbuhnya teknologi komunikasi semakin memudahkan penyebaran informasi dan 
masyarakat perkotaan secara relatif lebih mengusai peralatan komunikasi tersebut.  
Karena itu sudah waktunya, kekerabatan yang tinggi di masyarakat pedesaan 
dapat lebih didayagunakan, bukan sekedar menjaga kekerabatan, tetapi sekaligus 
sebagai media komunikasi terhadap berbagai informasi, termasuk informasi dari surat 
kabar harian. Dengan semakin cepat informasi yang benar beredar di tengah 
masyarakat, tentu semakin cepat pula masyarakat mengantisipasi berbagai 
kemungkinan yang akan dihadapi. 
 Kontak Informasi Berita dari Ketua RT 
Ketua Rukun Tetangga (RT) merupakan pimpinan “formal” yang paling dekat 
dengan warga. Berbagai informasi, termasuk kegiatan bersama biasanya diperoleh 
dari seorang ketua RT. Tetapi dalam masalah informasi dari media massa tidak 
terjadi. Seluruh responden mengatakan, tidak pernah merasa mendapat informasi 
tentang berita media massa dari ketua RT mereka dalam tiga bulan terakhir. Kalaupun 
ada pertemuan RT yang dibicarakan atau diinformasikan, hanya program dari 
pimpinan yang lebih atas (dari RW dan Lurah/Kades), bukan berupa informasi yang 
berasal dari media massa dan bermanfaat bagi masyarakat desa.  
Tidak diperolehnya kontak berita media massa dari ketua RT itu dikemukakan 
Suprijadi (29 tahun) yang bekerja sebagai tukang cukur, tentang hal itu dia 
mengatakan: 
“Meskipun tidak rutin, pertemuan warga se-RT sering dilakukan. 
Tetapi informasi yang kami peroleh justru berasal dari kegiatan 
kelurahan atau dari kota Batu. Tidak pernah mendapat informasi 
tentang berita atau informasi surat kabar dari Pak RT, apalagi sampai 
membahasnya”.  
  
Padahal bila diteliti dan ingin dimanfaatkan, tidak sedikit informasi dari media 
massa diperlukan dan dapat dimanfaatkan masyarakat pedesaan, baik informasi yang 
berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan masyarakat pedesaan. 
Sebenarnya, sebagai pimpinan formal yang paling berhadapan dengan masyarakat. 
ketua RT dapat pula berperan sebagai sumber informasi, tidak hanya sekedar 
menyampaikan informasi yang berasal dari pemerintah daerah dan harus disampaikan 
kepada warga, karena memang merupakan tugasnya, tetapi juga sebagai sumber 
informasi di luar masalah itu, termasuk yang berasal dari media massa.  
Namun kenyataannya, para ketua RT di pedesaan dalam menyebarkan 
informasi media massa yang bermanfaat bagi warga sangat lemah. Seandainya Pemda 
dapat meningkatkan peran para ketua RT yang merupakan ujung tombak paling depan 
dalam menyampaikan informasi, tentunya akan lebih mudah bagi pemerintah daerah 
menyalurkn informasi. Misalnya saja dengan memberikan insentif kepada para ketua 
RT dengan memberikan langanan surat kabar harian secara gratis. Tetapi dengan satu 
“janji” setelah tahu dia harus menyampaikan kepada warganya informasi atau berita 
yang penting bagi masyarakatnya. Akan lebih baik lagi bila dalam pertemuan warga, 
berita-berita yang diinformasikan ketua RT, terutama yang terkait dengan kepentingan 
masyarakat itu bisa dibahas bersama.  Dengan demikian fungsi atau tugas ketua RT 
akan semakin bermanfaat bagi warga masyarakatnya. 
 
 
Kontak Informasi Berita dari Ketua RW 
Berdasarkan jawaban para responden sebanyak 95 persen responden 
mengemukakan, mereka tidak pernah mendapat informasi dari media massa dari 
ketua RW mereka, sedang pertemuan di tingkat RW bagi warga sangat jarang 
dilakukan. Kalaupun ada satu orang (5 persen) yang mengatakan menyampaikan 
informasi dari media massa bila ada informasi penting dari RW karena responden 
memang seorang ketua RW, namun warganya yang menjadi responden tidak 
mengatakan seperti itu. Mereka mengaku, berbagai informasi itu tidak mereka peroleh 
dari ketua RW, tetapi justru dari kegiatan atau usaha mereka sendiri dalam mencari 
informasi tersebut melalui media massa secara langsung. Informasi dari ketua RW 
yang diperoleh warga biasanya hanya yang terkait dengan kegiatan yang harus 
dilaksanakan masyarakat secara bersama-sama. Informasi itu juga jarang diperoleh 
langsung dari ketua RW, tetapi didelegasikan kepada ketua-ketua RT yang kemudian 
menyampaikannya kepada masyarakat. 
 
Tabel 3. Kontak Berita Media Massa dari Ketua RW 
 
No Kontak Informasi Jumlah Persentase 
1 Tidak pernah 19 95 
2 Kalau ada berita penting 1 5 
 
Pengakuan tersebut antara lain dikemukan Supriadi (29 tahun), pengawai 
swasta asal Temas yang mengatakan: 
“Pak RW tidak pernah memberikan informasi tentang informasi 
media massa. Kalau ada informasi tentang kegiatan kelurahan yang 
berasal dari atas disampaikan melalui RT”.   
 
 Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, ketua RW dapat menjadi sumber 
informasi bagi warganya tentang berbagai hal, termasuk informasi yang berasal dari 
media massa. Tentang penyebarannya, ketua RW dapat langsung menyampaikan 
kepada warga, melalui ketua-ketua RT atau mungkin lewat papan pengumuman yang 
disediakan di wilayahnya. Meskipun ada papan yang digunakan sebagai papan 
pengumuman di daerah penelitian, tidak terlihat adanya informasi atau berita dari 
surat kabar harian yang ditempel untuk dibaca masyarakatnya. 
 
Kontak Informasi Berita dari Lurah/Kades 
Sebagai pimpinan desa/kelurahan, seharusnya seorang lurah/Kades aktif 
memberikan informasi kepada warganya. Sehingga warga di daerah di bawah 
pimpinannya mengetahui berbagai informasi. Tetapi menurut seluruh responden 
lurah/Kades tidak pernah memberikan informasi berita media massa, kalaupun ada 
informasi hanya tentang kegiatan desa atau kelurahan, misalnya bila ada rencana 
memperingati hari kemerdekaan.  
Dalam penyampaian informasi kegiatan itu Kades atau Lurah jarang secara 
langsung, tetapi melalui perangkat desa di bawahnya, seperti RW kemudian ke RT. 
Bahkan selama penelitian di lokasi, diketahui ada kantor desa/kelurahan yang tidak 
berlangganan surat kabar harian. Informasi itu penulis ketahui dari pengakuan 
pegawai di tempat tersebut bila memang tidak berlangganan SKH.  
Seorang petugas di balai desa, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu 
ketika ditanya mengakui hal itu. Petugas yang tidak bersedia namanya ditulis itu 
mengatakan: “Kelurahan ini tidak langganan koran Mas”.  
Seharusnya kelurahan atau balai desa merupakan pusat informasi resmi warga. 
Berbagai informasi dari pemerintahan daerah untuk masyarakat pedesaan seharusya 
bersumber dari sana. Demikian juga dengan informasi lain yang berasal dari media 
massa, sebaiknya lebih dulu diketahui pihak kelurahan dan desa, kemudian disebarkan 
kepada masyarakat pedesaan. Seandainya petugas di balai desa saja tidak tahu 
informasi yang beredar di media massa, termasuk media lokal, terutama tentang desa 
itu, bagaimana mereka dapat berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat desa 
tersebut?  
Mungkin perlu ada semacam “kewajiban” berlangganan dan membaca surat 
kabar harian bagi kepala desa/lurah dan perangkatnya, kemuduan mereka juga 
diminta menyampaikan informasi yang penting diketahui masyarakat desa kepada 
pejabat di bawahnya, begitu seterusnya hingga ke masyarakat. Bahkan akan lebih baik 
lagi, bila terdapat informasi media massa, khususnya surat kabar yang terkait dengan 
kepentingan masyarakat di desa atau kelurahan itu, kepala desa/lurah bisa mengajak 
tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas dan mencarikan pemecahan masalahnya. 
 
Kontak Informasi Berita dari Ulama   
 Tokoh agama yang sering disebut ulama, selain bertugas memberikan 
pengetahuan dan pencerahan masyarakat dari sisi agama, sebenarnya juga dapat 
berperan memberikan informasi dari media massa kepada masyarakat, selain 
pengetahuan agama. Tetapi hasil data responden di lokasi penelitian, keadaan tersebut 
tidak terjadi. Masyarakat pedesaan di daerah penelitian mengatakan, ulama di daerah 
itu tidak berperan memberikan informasi dari media massa kepada mereka. Berarti 
pula keterlibatan ulama dalam menyebarkan informasi dari media massa sangat 
lemah, meskipun peluang ulama dalam hal itu sangat besar, karena mereka sering 
berhadapan langsung dengan masyarakat saat berlangsung kegiatan keagamaan. 
Sebenarnya peran ulama, terutama di masyarakat yang mayoritas muslim dan taat 
pada pemimpin agama atau secara umum dalam masyarakat yang paternalistik, tokoh 
masyarakat, termasuk ulama bisa berperan lebih besar. Tidak sekedar menyampaikan 
informasi agama yang formal berdasarkan buku-buku agama, tetapi juga yang 
informal dari media massa. Penjelasan tentang tidak ada informasi berita media massa 
dari ulama kepada masyarakat itu diungkapkan Sutrisno (53 tahun), petani asal Beji: 
“Ulama yang saya tahu hanya memberikan nasihat agama yang berasal 
dari buku-buku agama. Belum pernah saya tahu ulama di daerah ini yang 
memberikan nasehat yang informasinya berasal dari koran dan kemudian 
dikaitkan dengan agama”.  
  
 Peran ulama itu sebenarnya masih dapat ditingkatkan, karena banyak 
informasi dari media massa yang dapat dijadikan bahan kegiatan agama seperti 
ceramah atau pengajian yang kemudian bisa dibahas lebih lanjut dengan dasar ajaran 
agama. Barangkali, di sinilah peran Departemen Agama (Depag), Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan seperti NU dan 
Muhammadiyah di daerah dituntut lebih peka. Lembaga itu perlu mendorong para 
penceramah (da’i) mereka untuk lebih meningkatkan iman umat sekaligus kecerdasan 
mereka dengan bahasan yang lebih aktual. 
Berdasarkan berbagai data tersebut, dapat dikatakan, kelembagaan di pedesaan 
belum berpengaruh terhadap penyebaran informasi dari media massa kepada 
masyarakat pedesaan atau dengan kata lain, keterkaitan kelembagaan di masyarakat 
pedesaan belum berperan secara optimal sebagai penyebar informasi media massa 
bagi masyarakat desa. 
Informasi yang diperoleh kelembagaan di masyarakat tersebut bukan untuk 
anggota masyarakat, karena persoalan informasi masih dianggap kebutuhan pribadi 
yang tidak perlu disebarluaskan atau dengan perkiraan lain masyarakat dianggap 
sudah tahu dari media massa. Kelembagaan maupun tokoh masyarakat di desa terlihat 
belum mengambil peran dalam masalah penyebaran informasi media massa kepada 
masyarakat, padahal kegiatan tersebut dapat dilakukan dan tentu akan memberi 
manfaat bagi masyarakat desa, sehingga teori Lionberger belum terlaksana di daerah 
penelitian. Akibatnya, informasi media massa, khususnya surat kabar harian belum 
berperan dalam menggerakkan masyarakatnya, sehingga akhirnya juga belum 
berperan dalam pembangunan masyarakat pedesaan.  
Pemerintah daerahnya seharusnya tanggap dengan kenyataan tersebut dan 
melakukan langkah agar kelembagaan yang ada di tengah masyarakat pedesaan dan 
berhubungan langsung dengan masyarakatnya dapat berperan lebih aktif dan lebih 
baik dalam menyampaikan informasi dari berbagai pihak, termasuk dari media massa, 
khususnya informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakatnya. 
Bersamaan dengan itu berbagai berbagai lembaga tersebut juga dapat menjadi 
penyerap berbagai informasi yang terjadi di masyarakat dan mencarikan penyelesaian 
bila terjadi masalah, sehingga persoalan tidak justru berkembang ke arah yang tidak 
diharapkan. 
 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
  
Simpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Kelembagaan masyarakat di pedesaan belum berperan sebagai penyebar 
informasi berita media massa kepada masyarakat desa. Kenyataan itu terlihat 
dari tidak adanya peran tetangga, ketua RT, ketua RW, lurah/Kades dan ulama 
dalam menyebarkan informasi tersebut. 
2. Belum tersedianya sarana dari Pemda guna meningkatkan penyebaran 
informasi media massa kepada masyarakat pedesaan tersebut. 
 
Saran 
1. Perlu adanya acuan dari Pemda yang mewajibkan lembaga di pedesaan, mulai 
dari desa hingga rukun tetangga untuk menyebarkan informasi media massa 
yang bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. 
2. Pemda perlu menyediakan sarana yang dekat dengan masyarakat guna 
memperoleh informasi yang bermanfaat dari media massa, seperti papan 
pengumuman dengan surat kabar yang sering diganti-ganti. 
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